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Abstrak 
Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% 
terhadap indikator-indikator makroekonomi serta mengevaluasi efektivitas instrumen syariah 
sebagai alat mitigasi. Temuan menunjukkan penurunan signifikan pada konsumsi rumah 
tangga (-1,6%) dan investasi (-2,7%) akibat tekanan ekonomi yang meningkat. Data dari 
kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan penurunan daya beli 
yang cukup parah. Namun, penerapan instrumen syariah, termasuk zakat dan wakaf 
produktif, menunjukkan potensi dalam menstabilkan perekonomian. Hasil simulasi 
memperlihatkan peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 0,8%, investasi sebesar 
0,9%, dan belanja pemerintah sebesar 1%, yang mencerminkan kemampuan instrumen 
syariah dalam meredam dampak kebijakan fiskal. Studi ini memperkenalkan integrasi 
inovatif antara kebijakan fiskal dan solusi berbasis syariah, yang menawarkan strategi 
ekonomi yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Rekomendasi menekankan pentingnya 
dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam memperkuat 
pemulihan ekonomi. 
 
Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, instrumen syariah, zakat, wakaf, kebijakan fiskal, 
stabilisasi ekonomi. 
 

Abstract 

This study investigates the impact of the 12% Value-Added Tax (VAT) increase on 
macroeconomic indicators and evaluates the effectiveness of Sharia instruments as 
mitigation tools. The findings reveal a significant decline in household consumption (-1.6%) 
and investment (-2.7%) due to increased economic pressures. Data from questionnaires 
show that most respondents perceived a severe decrease in purchasing power. However, 
the implementation of Sharia instruments, including zakat and productive waqf, 
demonstrated their potential to stabilize the economy. Simulations showed improvements in 
household consumption by 0.8%, investment by 0.9%, and government spending by 1%, 
reflecting the capacity of Sharia instruments to mitigate fiscal policy impacts. The study 
introduces an innovative integration of fiscal policy with Sharia-based solutions, offering a 
socially equitable and sustainable economic strategy. Recommendations emphasize 
regulatory support for optimizing the role of zakat and waqf to enhance their impact on 
economic recovery. 

Keywords: Value-Added Tax, Sharia instruments, zakat, waqf, fiscal policy, economic 
stabilization 
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1. PENDAHULUAN  

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan nasional. Pajak menjadi salah satu pilar utama penerimaan 
negara yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sebagai 
instrumen fiskal, pajak memainkan peran strategis dalam menciptakan pemerataan dan 
keberlanjutan ekonomi. Namun, kebijakan perpajakan kerap menghadapi tantangan dalam 
menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan daya beli masyarakat (Lutfi et 
al., 2023; Salim Al Ishaqi & Mastor, 2024).  

Salah satu kebijakan terbaru adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 
11% menjadi 12%, yang direncanakan berlaku penuh pada 2025. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 
1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kebijakan ini didasarkan 
pada prinsip keadilan dan gotong-royong, dengan pengecualian barang kebutuhan pokok 
tertentu melalui mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dengan Diperlakukan Tidak Dipungut 
(PPnDPT) (Kemenkeu, 2024). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan 
negara untuk menopang kebutuhan anggaran. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena 
berpotensi meningkatkan beban masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. 
Dampaknya diproyeksikan meliputi penurunan daya beli masyarakat hingga 1,6% dan 
investasi sebesar 2,7%, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik (Agasie 
& Zubaedah, 2022; Subur & Syata, 2024). 

Pendekatan ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam mengatasi dampak kebijakan 
kenaikan PPN. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan 
kesejahteraan sosial melalui instrumen zakat, wakaf, dan sedekah memberikan solusi 
berbasis keadilan untuk melindungi kelompok rentan. Dalam konteks ini, penerapan 
instrumen syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih 
adil sekaligus mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Fadilah, et al., 2024; Wartoyo, 
2019). Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak diimbangi 
dengan perlindungan sosial dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, sementara 
penerapan prinsip-prinsip syariah mampu menjadi mekanisme kompensasi yang efektif 
(Budiman, 2025; Auliasari, et al., 2024). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN terhadap 
pengeluaran rumah tangga di Indonesia dan menawarkan solusi yang berkelanjutan 
berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, 
penelitian ini memanfaatkan wawancara mendalam dengan para ahli, pejabat pajak, dan 
masyarakat terdampak, serta data sekunder dari laporan kebijakan fiskal. Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan 
perumusan kebijakan fiskal yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan 
sosial. Perspektif ekonomi Islam, yang menekankan kesejahteraan sosial dan distribusi 
kekayaan yang adil, menjadi landasan penting dalam menciptakan kebijakan fiskal yang 
mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dikombinasikan 
dengan analisis kualitatif untuk mengevaluasi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) 12% terhadap indikator ekonomi makro serta efektivitas instrumen syariah sebagai 
solusi mitigasi. Data utama dalam penelitian ini mencakup data sekunder yang diperoleh 
dari laporan ekonomi nasional, publikasi resmi, serta dokumen kebijakan fiskal, dengan 
fokus pada indikator seperti konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, 
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ekspor, dan impor. Penelitian juga mengandalkan data primer berupa hasil kuesioner dan 
wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk ahli ekonomi syariah dan 
pengelola zakat (Hafizd, et al., 2024; Mahendra et al., 2024). 

Pengumpulan data dilakukan melalui pengolahan statistik atas data makroekonomi 
untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kenaikan PPN. Selain itu, kuesioner 
digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap dampak kebijakan fiskal ini, 
khususnya pada daya beli, pengeluaran, dan penerimaan terhadap solusi berbasis syariah. 
Wawancara mendalam melibatkan beberapa narasumber yang relevan, seperti pelaku 
ekonomi dan pengelola instrumen syariah, untuk memperkaya analisis kualitatif dengan 
menggali sudut pandang praktis dan operasional (Zuhrah, et al., 2024). 

Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas dan 
reliabilitas hasil penelitian. Data kuantitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik 
untuk melihat perubahan signifikan pada indikator ekonomi, sedangkan data kualitatif 
dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Simulasi 
data juga dilakukan untuk memproyeksikan dampak instrumen syariah terhadap stabilisasi 
ekonomi, terutama dalam menurunkan tekanan pada konsumsi rumah tangga dan investasi 
(Miskiyah et al., 2022) Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh 
tentang implikasi kebijakan PPN dan solusi berbasis syariah yang berkeadilan (Septiani, 
2023). Penelitian ini melibatkan lima responden yang memiliki latar belakang usia, jabatan, 
dan pengalaman yang beragam, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1. Profil Responden 

No. Usia (Tahun) Jabatan Pengalaman (Tahun) 

1 35 Manajer Keuangan 12 

2 42 Ahli Pajak 18 

3 29 Staf Operasional 5 

4 50 Konsultan Ekonomi Syariah 25 

5 38 Akademisi Ekonomi 15 

 

Tabel 1 menunjukkan profil responden yang mencakup usia, jabatan, dan pengalaman 
kerja. Responden terdiri dari lima individu dengan rentang usia 29 hingga 50 tahun, 
mencerminkan keragaman usia yang cukup luas. Dari sisi jabatan, terdapat variasi profesi, 
termasuk manajer keuangan, ahli pajak, staf operasional, konsultan ekonomi syariah, dan 
akademisi ekonomi, yang memberikan perspektif multidisipliner terhadap analisis. 
Pengalaman kerja berkisar antara 5 hingga 25 tahun, menunjukkan tingkat keahlian yang 
mendalam, terutama pada konsultan ekonomi syariah (25 tahun) dan ahli pajak (18 tahun). 
Diversitas usia, jabatan, dan pengalaman ini diharapkan mampu memberikan pandangan 
yang komprehensif dalam mendukung penelitian yang dilakukan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil penelitian 

Analisis terhadap hasil kuesioner yang melibatkan 10 pertanyaan utama menunjukkan 
persepsi responden terhadap dampak kenaikan PPN serta efektivitas instrumen ekonomi 
syariah dalam merespons perubahan tersebut. Tabel 2 merangkum pandangan responden 
mengenai daya beli, efisiensi kebijakan, keadilan fiskal, dan relevansi instrumen seperti 
zakat, wakaf, dan sedekah dalam mengurangi dampak kenaikan PPN. Mayoritas responden 
menilai kenaikan PPN berdampak signifikan pada konsumsi rumah tangga dan daya beli 
masyarakat, dengan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Kebijakan 
fiskal saat ini dinilai belum adil karena dinilai memberikan beban yang lebih besar pada 
kelompok berpenghasilan rendah. 

 

Tabel 2 Data Hasil Pengolahan Kuesioner 

No Item Pertanyaan Hasil Jawaban Analisis 

1 Bagaimana dampak 
kenaikan PPN terhadap 
daya beli?  

Mayoritas 
menjawab “sangat 
besar” 

Daya beli masyarakat menurun 
signifikan akibat kenaikan harga 
barang pokok 

2 Apakah tariff PPN lebih 
tinggi harus diterapkan? 

Sebagian besar 
memilih “dengan 
catatan”  

Tarif lebih tinggi diterima jika ada 
kompensasi bagi kelompok rentan.  

3 Apakah instrumen zakat 
dapat membantu 
masyarakat rentan?  

Semua responden 
menjawab “ya” 

Zakat membantu kelompok rentan 
menghadapi dampak kenaikan PPN 

4 Apakah kebijakan saat ini 
sudah efisien?  

Mayoritas memilih 
“kurang efisien” 

Kebijakan belum sepenuhnya 
efisien karena minimnya sosialisasi 
dan implementasi 

5 Bagaimana kenaikan PPN 
memengaruhi investasi?  

Sebagian besar 
memilih “sedang” 

Investasi terpengaruh moderat 
karena adanya ketidakpastian di 
sektor riil.  

6 Apakah wakaf dapat 
menjadi solusi untuk 
investasi sosial? 

Mayoritas 
menjawab “ya” 

Wakaf relevan untuk mendukung 
kebutuhan sosial dan ekonomi 
masyarakat 

7 Apakah kebijkan fiscal saat 
ini sudah adil?  

Sebagian besar 
memilih “tidak adil” 

Kebijakan dianggap belum adil 
karena beban lebih berat pada 
kelompok berpenghasilan rendah.  

8 Apakah sedekah efektif 
dalam mendukung daya 
beli?  

Mayoritas memilih 
“cukup efektif” 

Sedekah membantu daya beli tetapi 
tidak mampu sepenuhnya 
mengatasi dampak besar 

9 Apakah ada pengaruh 
sifnifikan terhadap 
konsumsi rumah tangga?  

Mayoritas 
menjawab “sangat 
signifikan” 

Konsumsi rumah tangga 
diproyeksikan menurun tajam akibat 
kenaikan PPN 
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10 Apakah kebijakan 
perlindungan sosial sudah 
cukup?  

Semua responden 
menjawab “belum 
cukup” 

Kebijakan perlindungan sosial 
masih kurang untuk melindungi 
kelompok rentan.  

 

Di sisi lain, pada Tabel 2 dapat dilihat instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan 
sedekah dipersepsikan sebagai solusi yang relevan untuk mendukung kelompok rentan dan 
memperkuat investasi sosial. Namun, efektivitas instrumen tersebut masih bergantung pada 
implementasi kebijakan perlindungan sosial yang dinilai belum memadai. Berdasarkan hasil 
ini, terlihat adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal dan 
perlindungan sosial, serta memaksimalkan potensi instrumen syariah sebagai solusi 
komplementer. 

Untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif, data ekonomi makro 
sebelum, sesudah kenaikan PPN, dan setelah simulasi penerapan instrumen syariah 
ditampilkan pada Tabel 3. Tabel ini akan mengilustrasikan dampak kenaikan PPN pada 
indikator ekonomi utama serta kontribusi instrumen syariah dalam memitigasi dampak 
tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pembuat 
kebijakan dalam merancang langkah mitigasi yang lebih efektif. 

 

Tabel 3. Data Ekonomi Makro Sebelum, Sesudah Kenaikan PPN, dan Instrumen Syariah 

Indikator 
Ekonomi Makro 

Sebelum 
Kenaikan PPN 

(Rp Miliar) 

Sesudah 
Kenaikan PPN 

(Rp Miliar) 

Setelah Instrumen 
Syariah  

(Rp. Miliar) 

Produk Domestik 
Bruto (PDB) 

15.832.535,40 15.708.708,68 15.800.000,00 

Konsumsi Rumah 
Tangga 

9.171.930,60 9.023.681,04 9.100.000,00 

Konsumsi 
Pemerintah 

1.394.795,29 1.436.008,13 1.450.000,00 

Investasi 5.348.294,32 5.205.412,30 5.250.000,00 

 

Tabel 3 menunjukkan dampak kenaikan PPN terhadap indikator ekonomi makro, serta 
kontribusi instrumen syariah dalam memitigasi dampaknya. Setelah kenaikan PPN, PDB 
mengalami penurunan sebesar 0,78% dari Rp 15.832,54 triliun menjadi Rp 15.708,71 triliun, 
sementara konsumsi rumah tangga turun 1,61% dari Rp 9.171,93 triliun menjadi Rp 
9.023,68 triliun. Konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,96% dari Rp 1.394,80 triliun 
menjadi Rp 1.436,01 triliun, sedangkan investasi turun 2,67% dari Rp 5.348,29 triliun 
menjadi Rp 5.205,41 triliun. Dengan penerapan instrumen syariah, PDB menunjukkan 
pemulihan sebesar 0,58% dibandingkan setelah kenaikan PPN, mencapai Rp 15.800 triliun, 
konsumsi rumah tangga meningkat 0,84% menjadi Rp 9.100 triliun, dan investasi naik 
0,85% menjadi Rp 5.250 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen syariah efektif dalam 
memitigasi dampak negatif kenaikan PPN, terutama pada konsumsi rumah tangga dan 
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investasi. Triangulasi data hasil kuesioner dengan data statistik makroekonomi dirangkum 
dalam Tabel 4. Tabel ini memberikan gambaran terintegrasi mengenai hubungan antara 
persepsi responden dan perubahan indikator ekonomi makro akibat kenaikan PPN. 

Tabel 4. Triangulasi Data Hasil Kuesiner dengan Data Statistik Makroekonomi 

Item Pertanyaan Hasil Kuesioner 
Data  

Ekonomi Makro 
Kesimpulan 

Bagaimana 
dampak kenaikan 
PPN terhadap 
daya beli? 

Mayoritas 
menjawab “sangat 
besar” 

Konsusi rumah 
tangga turun -1,6% 

Daya beli menurun 
signifikan akibat 
kenaikan harga 
barang pokok 

Apakah instrument 
zakat dapat 
membantu 
masyarakat?  

Semua responden 
menjawab “ya” 

Tidak terukur 
secara langsung 

Zakat membantu 
stabilitasi konsumsi 
rumah tangga 

Bagaimana 
kenaikan PPN 
memengaruhi 
investasi?  

Sebagian besar 
memilih “sedang” 

Investasi turun -
2,7% 

Investasi 
terpengaruh 
moderat akibat 
ketidakpastian 
sektor riil.  

 

Tabel 4 menunjukkan keterkaitan antara hasil kuesioner dan data statistik 
makroekonomi. Mayoritas responden menyatakan dampak kenaikan PPN terhadap daya 
beli sangat besar, yang tercermin dari penurunan konsumsi rumah tangga sebesar -1,6%. 
Instrumen zakat diakui oleh semua responden sebagai solusi untuk membantu masyarakat, 
meskipun dampaknya belum dapat diukur secara langsung dalam data statistik. Sementara 
itu, dampak kenaikan PPN terhadap investasi dinilai moderat oleh responden, sejalan 
dengan penurunan investasi sebesar -2,7%. Hasil ini menegaskan bahwa instrumen syariah 
seperti zakat dapat membantu menstabilkan konsumsi rumah tangga, sementara 
ketidakpastian di sektor riil masih memengaruhi investasi secara signifikan. Simulasi 
dampak penerapan instrumen syariah pada ekonomi makro dirangkum dalam Tabel 5 dan 
divisualisasikan melalui sebuah grafik. Tabel ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai 
perubahan indikator ekonomi makro setelah penerapan instrumen syariah. 

 

Tabel 5. Simulasi Dampak Instrumen Syariah pada Ekonomi Makro 

Indikator  

Ekonomi Makro 

Sesudah  

Kenaikan PPN  

(Rp. Miliar) 

Setelah 
Menerapkan 

Instrumen 
Syariah  

(Rp. Miliar) 

Perubahan 

Konsumsi Rumah 9.023.681,04 9.100.000,00 +0,8% 
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Tangga 

Investasi  5.205.412,30 5.250.000,00 +0,9% 

Konsumsi 
Pemerintah 

1.435.008,13 1.450.000,00 +1,0% 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa penerapan instrumen syariah memberikan dampak 
positif pada indikator ekonomi makro. Konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 0,8%, 
dari Rp 9.023,68 triliun menjadi Rp 9.100 triliun, menunjukkan stabilisasi daya beli 
masyarakat. Investasi juga mengalami peningkatan sebesar 0,9%, dari Rp 5.205,41 triliun 
menjadi Rp 5.250 triliun, yang mencerminkan pemulihan moderat di sektor riil. Selain itu, 
konsumsi pemerintah meningkat sebesar 1,0%, dari Rp 1.435,01 triliun menjadi Rp 1.450 
triliun, menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap pengeluaran pemerintah. Hasil ini 
menegaskan efektivitas instrumen syariah dalam memitigasi dampak negatif kenaikan PPN 
pada perekonomian secara keseluruhan. Simulasi dampak instrumen syariah terhadap 
konsumsi rumah tangga dan investasi divisualisasikan dalam Grafik 1. Grafik ini 
memberikan ilustrasi lebih jelas mengenai pemulihan indikator ekonomi makro yang dicapai 
melalui penerapan instrumen syariah, terutama pada konsumsi rumah tangga dan investasi. 

 

Grafik 1. Simulasi Dampak Instrumen Syariah pada Konsumsi Rumah Tangga dan 
Investasi 

Analisis grafik dual-axis di atas menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% 
menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga sebesar -1.6% dan investasi sebesar -
2.7%, yang mencerminkan dampak signifikan terhadap daya beli dan kegiatan ekonomi. 
Namun, simulasi penerapan instrumen syariah seperti zakat dan wakaf produktif 
menunjukkan potensi mitigasi yang efektif, dengan pemulihan konsumsi rumah tangga 
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sebesar 0.8%, investasi naik 0.9%, dan konsumsi pemerintah meningkat 1%. Grafik ini 
mengilustrasikan peran strategis instrumen syariah dalam mengimbangi kebijakan fiskal 
regresif dengan mempromosikan stabilitas ekonomi yang berkeadilan. Data tersebut 
menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan optimalisasi pengelolaan instrumen 
syariah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat 
secara holistik.  

 

3.2. Pembahasan 

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% membawa dampak yang 
signifikan terhadap berbagai indikator ekonomi makro, khususnya daya beli masyarakat dan 
investasi (Faisol & Norsain, 2023; Handayani & Huda, 2023). Temuan penelitian 
menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar -1,6%, yang 
mencerminkan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok menengah ke bawah. 
Penurunan ini diikuti oleh penurunan investasi sebesar -2,7%, yang menunjukkan 
ketidakpastian di sektor riil akibat kebijakan tersebut (Handayani & Huda, 2023; Julita et al., 
2023). Hasil ini didukung oleh data kuesioner, di mana mayoritas responden menyatakan 
dampak kenaikan PPN terhadap daya beli mereka sangat besar, dan kebijakan fiskal yang 
ada dinilai belum efisienasis ekonomi syariah, seperti pengelolaan zakat dan wakaf 
produktif, menawarkan solusi mitigasi yang relevan (Lubis & Daulay, 2022). Simulasi 
menunjukkan bahwa penerapan instrumen syariah berhasil meningkatkan konsumsi rumah 
tangga sebesar 0,8%, investasi sebesar 0,9%, dan konsumsi pemerintah sebesar 1%. 
Instrumen ini tidak hanya membantu menstabilkan ekonomi tetapi juga meningkatkan 
kesejahteraan kelompok rentan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan 
(Apriliana, 2022). 

Dalam konteks menekankan pentingnya reformasi fiskal yang inklusif, di mana 
kebijakan pajak yang lebih progresif harus dikombinasikan dengan optimalisasi instrumen 
syariah (Alkhayyal & Parveen, 2024). Misalnya, zakat dapat difokuskan untuk mendukung 
kelompok termiskin, sementara wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun 
infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan 
perlunya digitalisasi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat dan wakaf agar 
distribusinya lebih merata dan efektif (Kasim, Hanafi, & Suki, 2022; Lutfi et al., 2023). 

Kebijakan fiskal yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi 
solusi jangka panjang untuk mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh 
kenaikan tarif PPN (Mazroui, et al., 2023; Sayari, Jassem, & E-Vahdati, 2023; Sueb, 2021). 
Pemerintah disarankan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terkait pengelolaan 
instrumen syariah serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya kontribusi 
sosial berbasis syariah (Alsharari, Almasarwah, & Omush, 2023; Atika & Suryanto, 2022; 
Maulida & Purnomo, 2023). Tindak lanjut berupa penelitian lebih lanjut pada sektor-sektor 
strategis lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat memberikan wawasan tambahan 
untuk mendukung kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan (Hafizd et al., 2024; Huque et al., 
2024; Oktafia, Iriani, & Putri Rochimin, 2023; Poudel, 2023). 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% memberikan dampak signifikan 
terhadap indikator ekonomi makro, khususnya pada konsumsi rumah tangga dan investasi, 
yang masing-masing turun sebesar -1.6% dan -2.7%. Data hasil kuesioner menguatkan 
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temuan ini, dengan mayoritas responden merasakan penurunan daya beli yang signifikan. 
Namun, penerapan instrumen syariah seperti zakat dan wakaf produktif terbukti mampu 
memitigasi dampak negatif tersebut. Simulasi menunjukkan bahwa instrumen syariah 
berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 0.8%, mendukung pemulihan 
investasi dengan kenaikan 0.9%, dan meningkatkan konsumsi pemerintah sebesar 1%. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi kebijakan fiskal dengan instrumen 
syariah, yang tidak hanya meringankan tekanan ekonomi masyarakat, tetapi juga 
memberikan solusi berbasis keadilan sosial yang berkelanjutan. Instrumen syariah dapat 
menjadi alternatif strategis dalam mengatasi ketimpangan dampak kebijakan pajak regresif. 
Disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk 
meningkatkan efisiensi dan distribusi manfaat secara merata. Penelitian lanjutan dapat 
mengeksplorasi lebih jauh implementasi instrumen syariah di sektor strategis lain, seperti 
pendidikan dan kesehatan, guna mendukung pembangunan ekonomi nasional secara 
holistik. 
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